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PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA

NOMOR 16 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUS! IZIN PENGGUNAAN PESAWAT TENAGA

DaN PESAWAT PRODUKS|

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAMA ESA
BUPAT| JEPARA,

. bahwa dalam rangka perlindungan terhadap tenaga kerja dan

mencegah serta mengurangl kecelakaan kerja pada pekerjaan-
pekerjaan yang menggunakan pesawat tenaga maupun pesawat
produksi, perlu diadakan upaya untuk memberikan pengawasan
dan perlindungan kerja ;

. bahwa untuk memberikan pengawasan dan perlindungan kerja

sebagaimana dimaksud huruf a periu diatur |zin Penggunaan
Pasawat Tenaga dan Pesawat Produksi

. bahwa Pemberian Izin Penggunaan Pesawat Tenaga dan

Pesawai Produksi merupakan kewenangan bagi Kabupaten
Jepara .

. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan ¢, maka untuk

pelaksanaan Pemberian Izin Penggunaan Pesawsat Tenaga dan
Pesawat Produksi serta penarikan Retribusinya, perlu ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah ;

. Undang-undang MNomer 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-

Ketentuan Pokok Ketenagakerjazn (Lembaran Negara Tahun
1869 Nomor 55, Tambahan Lembaran MNegara Momeor 2912) ;

- Undang-undang Momor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan

Keria {Lembaran Negara Tahun 1870 Momor 1, Tambahan
Lombaran Megara Nomor 2318} ;

. Undang-undang Nomer 18 Tahun 1957 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah {(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomer 41,
Tambahan Lembaran Megara 3685) sebagaimana telah diubah
dengan Undang undang MNomor 34 Tahun 2000 (Lembaran
Megara Tahun 2000 Nomor 246 , Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4048)

- Undang-Undang Nemer 22 Tahun 1929 tentang Pemerintahan

Daersh (Lembaran Megara Tahun 1989 Nemor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3838 ;
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. Peraturan  Pemerintah Momer 25 tahun 2000 tentang

Kewenangan Pemerintah dan Pamerintah Propinsi  Sebagai
Dasrah Otonem  Lembaran Megara Tahun 2000 Momer 54,
Tambahan Lembaran MNegara Nomer 3952 ) ;

. Peraturan Pamerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan
Lembaran Negara Nomer 4138) :

Kaputusan Menteri Tenaga Karja Nomor O4/MEN/1985 tentang
Pesawat tenags dan Produksi :

Keputusan Menteri Dalam Megeri Nomor 4 Tahun 1887 tentang
penyidik Pegawai negeri Sipll di Lingkungan Pemerintah Dasrah:

10.Peraturan Daerah Kabupaten Dasrah Tingkat Il Jepara Momor &

Tahun 1890 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Jepara ;

i1.Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 12 Tahun 2600

tentang Pembentukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan
Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD,

Diengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara.

MEMUTUSKAN :

Menstapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TENTANG
RETRIBUSI ZIN PENGGUNAAN PESAWAT TENAGA DAN
PESAWAT PRODUKSI

BAB i
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan ;
1.
2.
3.

Daerah adalah Daerah Kabupaten Jepara ;

Bupati adalah Bupati Jepara :

Badan adalah sehumpulan ofang dan/atau  modal yang
merupakan kesatuan baik yang melakukan ussha maupun yang
tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas,
Persercan Komanditer, Perseroarn Lainnya, Badan Usaha Milik
Megara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Firma,
Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, persekutuan, perkumpulan,
yayasan, organisasl masa, organisasi soslal politik atau organisasi
yang sejenis, lembaga, beniuk usaha tetap serta bentuk Badan
lainnva ;

Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah
dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan
yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian
dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunasn
sumber daya alam, sarana atau fasilitas tertentu guna malindungi
kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan :
Pengurus adalah orang atau Badan vang bertanggung jawab
penuh  dan dapat memberikan kebijaksanaan langsung
penggunaan pesawat tenaga dan pesawat produksi ;



8. Pesawat Tenaga adalah Pesawat atau alat yang bergerak
berpindah-pindah atau tetap yang dipakai atau dipasang untuk
membangkitkan atau memindahkan daya atau fenaga termasuk
transmisinya ;

7. Pesawat Produksi adalah Pesawat atau alat yang bergerak
berpindah-pindah atau tetap yang dipakai dalam proses produksi
atau dipazang untuk mengolah, membuat bahan, barang,
poraduksi teknis dan aparat produksi

8, Mesin Produksi adalah semua mesin peralatan kerja yang
digunakan untuk menyiapkan, membentuk atau membuat, merakit
finishing barang atau produk teknis

9. Maotor diesel pembangkit listrik adalah suatu pesawat yang
menghasilkan  daya listrik untuk menggerakkan peralatan
produksi ;

1C.Bejana Tekan adalah bsjana selain pesawat uap yang didalamnys
terdapat tekanan yang melebihi dari fekanan udara luar dan
dipakal untuk menampung gas atau campuran gas termasuk
udara baik dikempa menjadi cair dalam keadaan larut atau beku

11.Mesin Owven adalah suatu peralatan yang digunakan unbuk
mengeringkan/memanaskan barang produksi pada suhu diatas
suhu normal ;

12.Mesin Pemanas adalah suatu pesawat yang dibuat guna
menaikkan temparatur -

13.Mesin Pariakas Kerja adalah suatu pesawat dan alat untuk
membentuk suatu bahan atau barang dengan cara memotong,
mengepras, menarik dan menumbuk ;

14.Pemeriksaan Pesawat Tenaga dan pesawat Produksi adalah
pemeriksaan secara visual ;

i53.Pengujian adelsh pemeriksazn dan semus tindakan untuk
mengetahul kemampuan operasi bahan dan konstruksi pesawat
tenaga dan pesawat produksi.

16.1zin Penggunaan Pesawat tenaga dan Pesawat Produksi adalah
lzin yang diberikan kepada orang atau Badan yang akan
menggunakan pesawat tenaga dan pesawat produk dalam
kegiatan usahanys ;

17.Refribusi |zin Penggunaan Pesawat tenaga dan Pesawat Produksi
vang selanjutnya disebut Retribusi dasrah adalah pembayaran
atas pemberian lzin Penggunaan Pesawat tenaga dan pesawat
Produksi

10.Parusahaan adalah setisp usaha yang menjalankan seliap jenis
usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan vang didirikan,
bekerfa serta berkedudukan dalam wilayah Megara Republik
Indonesia untuk tujuan mempercieh keuntungan dan atau laba :

19.5urat Ketetapan Refribusi Deerash yang selanjutnya disingkat
SKRD adalsh surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah
retribusi yang terhutang :

20. Surat Tagihan Retribusi Dasrah yang sslanjutnya disingkat STRD
adalah surat untuk melakukan tagihan refribus/ dan atay sanksi
administrasi berupa denda :



BAR I
NAMA OBYEK , SUBYEK DAN WAJIR RETRIBUSI DAERAH
Pasal 2
Dengan nama Refribusi Izin Penggunaan Pesawat Tenaga dan Pesawat
Produksi dipungut Refribusi Daerah sebagai pembayaran atas
Pemberian Izin Penggunaan Pesawat Tenaga dan Pesawat Produksi.
Pasal 3

Cbyek Relribusi adalah pemberian kzin Penggunaan Pesawat Tenaga
dan Pesawat Produksi

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah Orang pribadi stau badan yang memperoleh
lzin Penggunaan Pesawat Tenaga dan Pesawat Produkei.

Pasal 5
Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan
melakukan pembayaran atas pelayanan pambaran lzin Penggunaan
Pesawat Tenaga dan Pesawat Produksi.
BAB il
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 6

Retribusi lzin Penggunaan Pesawat Tenaga dan Pesawat Produksi
termasuk golongan retribusi perizinan tertentu,

BAB IV

KETENTUAN IZIN PENGGUNAAN PESAWAT TENAGA
DAN PESAWAT PRODUKSI|

Pasal 7

{1) Setiap orang pribadi atau badan yang akan menggunakan Pesawat
Tenaga dan Pesawat produksl pada perusshannya, waijib
mempercleh izin terlebih dahulu dari Bupati |

(2) Tata cara dan syarat-syarat pemberian kzin sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) diatur clah Bupati.

Pasal 8
(1) Setiap pesawat Tenage dan Pesawat Produksi sebelum dipakai

harus diperiksa dan diuji terlebih dahulu berdasarkan standart yang
ditetapkan oleh Bupaii.



(&) Setlap pesawat tenaga dan pesawat produksl vang dipakai wajib
d!a;lakan pemeriksaan sefiap 1 (satu) tahun sekali.

(N Seliap pesawat tenaga dan pesawat preduksi yang dipakai wajib
diadakan pengujian selambat-lambatnya sefiap 5 (lima) tahun sekaii.

(4) Semua akibat yang timbul karena tidak dilaksanakannya kewajiban
sebagaimana dimaksud dalam ayat {2} dan ayat (3) dikenakan sanksi
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9
Sefiap pengurus atau pemilik pesawat tenaga dan pesawat produksi
harus membantu pelaksanaan pemeriksaan, pengawasan dan pengufian
pesawal tenaga dan pesawal produksi beserta alat bantunya.

BAaB V

CARA MENGLUUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 10
Tingkat penggunaan fasa diukur berdasarkan jumiah, jenis dan daya
pesawat tenaga dan pesawat produksi yang dipergunakan

BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN
BESARNYA TARIF

Pasal 11

{1} Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besamya tarif
retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau
sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat { 1 } meiliputi komponen
biaya pendaftaran, administrasi, operasional, pengawasan,
pemeriksaan dan pengujian pesawat tenaga dan pesawat produksi
beserta alat bantunya.

BAR Wi
BESARNYA TARIF RETRIBUSI DAERAH
Pasal 12

Besamya tarif Refribusi Daerah sstiap tahunnya ditetapkan sebagal
berikut :

a. Mesin diesel 10 PK keatas, per PK Rp 500,
b. Bejana bertekanan diatas 10 Bar, per Bar Rp 1.000 -
e. Mesin Oven pear M3 Rp 1.000 -
d. Mesin produksi per PK Fp 1.000,-
€. Masin pemanas per M3, Rp 1.000 -
f. mesin perkakas per unit. Rp 1.000 -



BADB will
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 13

Retribusi terutang terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain
yang dipersamakan.

BAB X
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 14

Retribusi Daerah dipungut di wilayah Daarah

(1)
(2)

(1)

(2}

BAE X
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 15
Pungutan Retribusi Daerah tidak boleh diborongkan.
Retribusi Daerah dipungut dengan menggunakan SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan.
BAE X
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 16

Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasl sekaligus
dimulka.

Pembayaran Reftribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau tempat
lain yang diunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan
menggunakan SKRD atau dekumen lain yang dipersamakan.

Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat [ain yang ditunjuk, maka
hasil penerimaan Refribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah
sclambatJdambatnya 1 x 24 Jam atau dalam waktu yang ditentukan
oleh Bupati.



BAE X
SANKS! ADMINISTRASI
Pasal 17

Dalam hal wajib retribusi fidak membayar tepat waktu atau kurang
membayar, dikenakan sanksi adminsitrasi berupa denda sebesar 2 %
fdua prosen) sefiap bulan dari retribusi yang terhutang yang tidak atau
kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD

BAB Xl
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 18

{1} Pengeluaran Surat Teguran atau peringatan atau surat lain yang
sejenis sebagal awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi,
dikeluarkan segera setelzh 7 (tujuh) har sejak jatuh tempo
pembayaran.

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sefelah tanggal surat teguran atau
peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib rotribusi harus
melunas! retribusi terhutang.

(3) Surat teguran atay peringatan atau surat lain yang sejenis
sabagaiamana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat
yang ditunjuk.

Pasal 19
Bantuk formullr yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan
Refribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) akan
ditatapkan cleh Bupati .

BAB XMW

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN
RETRIBUS|I DAERAH

Pasal 20

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanen dan
pambebasan Retribusi Daerah.

(2} Tatacara pemberian pengurangan, kefinganan dan pembebasan
Ratribusi Daerah sebagaimana dimaksud delam ayat (1) ditetapkan
oleh Bupati.



BAB XV
KADALLUWARSA
Pasal 21
{1) Penagihan Reiribusi Daerah kadaluwarsa satelah melampaui jangka
wakiu 3 (liga) tahun, terhitung sejak saat terhutangnya retribusi,
kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang
refribusl.
{2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud datam ayat
(1}, tertangguh apabila :
a. Diterbitkan Surat Teguran, atau ;
b. Ada pengakuan hutang retribusl dari wajib retribusi baik langsung
maupun fidak langsung.
BAB Xwi
PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 22
Pelaksanaan dan Pengawasan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh
Instansi yang ditunjulk oleh Bupati.
BAB Xvii
KETENTUAN PIDANA
Pasal 23
(1} Wajib Retribusi Daerah yang fidak melaksanakan kewsjiban
sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan
paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 {(empat) kali

jumiah Retribtisi Daerah yang terhutang.
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah

pelanggaran.
BAB XVl
PENYIDHAN
Pasal 24
(1} Pajabat Pagawai Meger Sipll tertentu di lingkungan Pemerintzh

Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan
penyidikan tindak pidana di bidang refribusi daerah,



(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan
atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang refribusi
agar keterangan atau laporan tersebut menyadi leblh lengkap
dan jelas ;

Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan meangenal
orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang
dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi ;

Meminta keterangan dan bahan bukfi dari orang pribadi atsu
badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang reiribusi |

Memetiksa buku-buky, catstan-catatan, dan dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana bidang refribusi ;

. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti

pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;

Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanean tugas
penyldikan tindak pidana di bidang refribusi ;

Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan
ruangan atau tempat pada sast pemeriksaan sedang
berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen
yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf (e) tersebut di atas ;

Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana
refribusi

Memanggil crang untuk didengar keterangannya dan diperiksa
sebagai tersangka atau saksi ;

Menghentikan penyidikan.
Melakukan tindakan lain yang peru untuk kelancaran penyidikan

tindak pldana di bidang retribusi menurut hukum yang dapat
dipertanggungiawabkan.

(3} Penyidik sebagaimana dimaksud dalam avat (1) memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada
penuntut umum sesuai dengan Undang-Undang Momor & Tahun
1581 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Hal — hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah Ini sepanjang
mengenal pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.



Pasal 26

Peraturan Daersh ini mulai bedak pada tanggal divndangkan.

Agar setiap umng dapat mengetshuinya, memerintahian Pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Caerah.

Ditelapkan di Jepara
pada tanggal 20 Nopember 2001

BUPATI JEPARA

i

Drs. SOENARTO

Ciundangkan di Jepara
pada tanggal 20 Nopember 2001

KRETARIS RAH

Pambira Litama Muda
NIP 010072015

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2001 NOMOR 12
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PENJELASAN
ATAS

FERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
MNOMOR 16 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUS! IZIN PENGGUNAAN PESAWAT TEMAGA
DAN PESAWAT PRODUKSI

PENJELASAN UMUM

Dalam era globalisasi dewasa ini, penggunaan pesawat tenaga dan
pesawat produksi sudsh menjadl kebutuhan dalam suetu perusahaan untuk
menghasilkan suatu produk vang cepat, berkualitas dan mampu bersaing
dengan perusahaan-perusahaan yang lain, tanpa mengesampingkan tenaga
kerja manusia yang masih tetap dominan,

Untuk menciptakan lingkungan kefja yang baik serta mengurangi dan
mencegah terjadinya kecelakaan kerja diperiukan adanya pengawasan,
pemeriksaan dan pengujlan terhadap penggunaan pesawat tenaga dan pesawat
produksi di wilayah daerah dengan |alan penyelenggaraan izin penggunaan
Pesawat tenaga dan pesawat Produksi oleh Pemerintah Daerah.

FPemberian lzin Penggunaan Pesawat tenaga dan pesawat Produksi
selama ini merupakan kewenangan Pemerintah Propinsi. Dengan berlakunya
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta
Peraturan  Pemerintah Momor 25 Tahun 2000 yarg mengatur kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsl sebagai daerah ctonom, maka Pemberian
lzin Penggunaan Pasawat Tenaga dan Produksi merupakan kewenangan bagi
Femerintah Kabupaten maupun Keota.

Dalam rangka pemberian lzin penggunaan pesawat fenaga dan pesawat
produksi di Kabupaten Jepara, serta dalam penarikan retribusinya periu diatur
dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

PEMNJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 s/d 14 . cukup jelas

Pasal 15 ayat (1} . yang dimaksud fidak dapat diborongkan adalah bahwa

seluruh proses Kegiatan pungutan Reftribusi daerah
tidak dapat diserahkan kepada pihak ketlga, namun
dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga
dalam proses pemungutan refribusi antara lain
pencetaian formufir, penginman surat-surat kepada
wajib refribusi, atau menghimpun data Obyek refribusi
dan Subyek retribusi.
Kegiatan yang tidak dapat dikerlasamakan dengan
pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besamya
retribusi terutang, pengawasan, penyuluhan retribusi
dan penarikan refribusi.



Ayat (2)

Pasal 16 sid 26

Yang dimaksud dolumen kin yang dipamamaekan
adalah kuitansi.

culwp jelas



